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DAFTAR TRANSLITERASI
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa s es (dengan titik di  atas)
ج jim j je
ح ha h ha (dengan titk di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط ta t te (dengan titik di bawah)
x
xi
ظ za z zet (dengan titk di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah , apostop
ي ya y ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
xi
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
Fathah a a
Kasrah i i
Dammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah dan ya ai a dan i
fathah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
fathah dan alif
atau ya
a a dan garis di
atas
kasrah dan ya i i dan garis di
atas
dammah dan wau u u dan garis di
atas
xii
xi
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu transliterasinya dengan [h].
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
xiii
xi
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh.
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
xv
xiv
xi
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,
CDK, dan DR).
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ABSTRAK
Nama : DISA NUSIA NISRINA
NIM : 10100111017
Judul :     Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan
Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan
Konsumen
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengkaji tinjauan hukum Islam
terhadap jual beli online, 2) mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan
undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), 3) mengkaji relevansi jual beli
online dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan
konsumen (UUPK).
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan
pendekatan teologi normatif (syar’i) dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian
ini tergolong penelitian library research, yaitu mengkaji pokok masalah melalui
literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul
penelitian ini.
Setelah mengadakan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap
jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan
konsumen, maka penulis menemukan bahwa 1) jual beli online yang mengandung
kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya
mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan
para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual
beli online diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama
dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung
unsur-unsur yang diharamkan. 2) hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa
hak khiyar, diantaranya yaitu: khiyar majelis, khiyar ‘aib, khiyar syarat, khiyar
ta’yin, khiyar ar-ru’yah. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, terdapat
pada pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengonsumsi barang dan dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan
advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak
untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang
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dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganan
lainnya. Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-
hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang
sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. 3) Hukum Islam dan UUPK telah
menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang
dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan diantara keduanya. Relevansi jual
beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat
disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum
Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian
hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan
haram. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi
jual beli online, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen,
sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.
Hendaknya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi
jual beli online untuk konsumen muslim, seperti khiyar ‘aib, khiyar ta’yin,
ataupun khiyar ru’yah agar konsumen terhindar dari kerugian saat melakukan
transaksi melalui media internet. Pemerintah harus membuat undang-undang,
regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai transaksi jual beli online yang
dengannya betul-betul melindungi konsumen dari penipuan dan membuat
peraturan-peraturan mengenai objek transaksi jual beli online, yaitu tidak
diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman, agar tidak
bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak
bertentangan dengan syariah, serta diperlukannya peran pemerintah untuk menjadi
penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat
dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah,
pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama
telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum.
Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-
baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikannya.
Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah swt. adalah
jual beli sebagaimana dalam firmanNya QS al-Baqarah/2: 275


Terjemahnya:
Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.1
Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS an-Nisa/4: 29




1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV.
Kathoda, 2005), h. 58.
2


Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.2
Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia
dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana
dalam sabda Rasulullah saw. di bawah ini:
 ِّﺪﻟا ِﺪْﯿِﻟَﻮﻟا ُﻦْﺑ ُسﺎﱠَﺒﻌﻟا ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ِﺰْﯾِﺰَﻌﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ُناَوْﺮَﻣ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ﱡﻲِﻘْﺸَﻣ
 ٍﺢِﻟﺎَﺻ ِﻦْﺑ َدُوَاد ْﻦَﻋ ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ُلُْﻮﻘَﯾ ِّيِرْﺪُﺨْﻟا ٍﺪْﯿِﻌَﺳ ﺎََﺑأ ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلﺎَﻗ ِﮫِِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ ِّﻲِﻨﯾِﺪَﻤْﻟا
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ِإ ﱠﻧ َﻤ ْﻟا ﺎ َﺒ ْﯿ ُﻊ َﻋ ْﻦ َﺗ َﺮ ٍضااور)هﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑا(٣
Artinya:
Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah
meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan
kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini
dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata,
telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama
suka.4
Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai
membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya,
sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya. Bentuk jual beli ini
2Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107.
3Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 2176. ( Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h.18-20.
4Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah
an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, Jilid 2, h. 248.
3berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam
masyarakat primitif jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak
sejenis. Namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal
uang sebagai alat tukar-menukar.
Meski tradisi jual beli secara konvensional ini ditinggalkan, tetapi kata Fath
al-Duraini guru besar fikih Universitas Damaskus Syiria ini mengatakan bahwa
esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang
yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Misalnya di
Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu
dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu sesuai dengan nilai spare part
yang diimpor di Indonesia itu.5
Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan tekhnologi, jual beli yang
dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian
jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai
dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu
manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan
kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang
terlihat secara fisik ke sistem online.
Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada
kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang
berlaku di dunia  bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak
memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan
kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya. Kecuali itu kehadiran fisik
5Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 112.
4dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya
via telepon dan internet.6
Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan
(marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling
bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan
tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi
berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran
inilah kemudian kita mengenal istilah online shop.7
Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif,
diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak
perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Online shop biasanya menawarkan
barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan
barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.
Transaksi perdagangan seperti ini dimana hubungan antar manusia memasuki
wilayah hubungan dagang atau bisnis, suatu transaksi bisnis (commerce) yang tidak
lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan
melalui jasa layanan internet dan teknologi internet ini dikenal dengan nama
electronic commerce atau lebih popular dengan sebutan e-commerce.8
E-commerce atau transaksi elektronik cara berbisnis yang mengutamakan
efektivitas dalam pelaksanaanya. Ini artinya dengan melaksanakan transaksi bisnis
6Sofyan AP. Kau, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet”, Al-
Mizan 3, no. 1 Desember (2007): h. 1.
7Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual
melalui internet.
8Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
5melalui jaringan elektronik (e-commerce) diharapkan mampu melakukan perbaikan
terhadap cara kerja bisnis tradisional atau konvensional. Sehingga, akan tercipta
wajah bisnis dengan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.
Transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen)
melalui e-commerce terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-mail dan lainnya.
Apalagi adanya media sosial seperti Facebook, BBM (Black Berry Massanger),
Whats Up, dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini
sebagai  media komunikasi yang sangat memudahkan interaksi antara satu orang
dengan yang lainnya dan dari negara satu dengan yang lainnya dan tentunya dengan
biaya yang tidak mahal dibandingkan dengan melalui telepon. Pembayarannya juga
bisa dilakukan melalui internet.
Dampaknya yang signifikan adalah tersingkirnya jejak kertas yang
sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari transaksi konvensional. Transaksi
elektronik atau e-commerce ini bisa diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan
yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya, misalnya: penjualan
barang dan jasa melalui internet, periklanan secara online, pemasaran, pemesanan,
dan pembayaran secara online.9
Namun ternyata perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa
dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang
diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan
banyak lagi kasus yang lainnya.
Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan
kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban
9Rif’ah Roihanah, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-
commerce)”, Justitia Islamica 8, no. 2 Juli-Desember (2011): h. 100.
6untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika
melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan
konsumen. Meskipun dilain pihak undang-undang perlindungan konsumen mutlak
berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.
Transaksi dalam e-commerce ini sangat riskan, terutama jika pihak konsumen
memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen
sendiri tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas
barang pesanan tersebut. Lebih jauh lagi, pembayaran pun dapat dilakukan secara
elektronik baik melalui transfer bank atau lewat pengisian nomor kartu kredit di
dalam internet. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak
untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar,
jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut.
Dengan telah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen
dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi e-commerce,
setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan
transaksi bisnisnya melalui e-commerce untuk lebih menyadari akan segala hak-hak
dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha
seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa
untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap
pelaku usaha yang bertanggung jawab.10
Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan
cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan juga Qiyas. Dimana
10Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 1-2.
7dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-
akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.
Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang di
atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang
bagaimana jual beli melalui internet ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya
terhadap perlindungan konsumen sebagai pihak yang paling banyak dirugikan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat
diindentifikasikan pokok masalah bagaimanakah “tinjauan hukum Islam terhadap jual
beli online dan relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen?”.
Adapun sub masalah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini meliputi :
1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online?
2. Bagaimanakah hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang
perlindungan konsumen (UUPK)?
3. Bagaimanakah relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam terhadap
undang-undang perlindungan konsumen (UUPK)?
C. Pengertian Judul
Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu
penulis akan mengemukakan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini,
yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap
Undang-undang Perlindungan Konsumen”. Dari judul tersebut penulis merasa perlu
untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu antara lain:
8“Tinjauan” menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hasil meninjau;
pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb). Sedangkan kata
tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti :11
1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian;
2. Melihat-lihat ( Menengok, memeriksa, mengamati dsb);
3. Mengintai;
4. Melihat (memeriksa);
5. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami);
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya).
“Hukum Islam” adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah
Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur`an dan Sunnah. Sistem hukum
ini biasa disebut dengan Islamic Law System atau The Moeslem Legal Tadition, yang
di anut  oleh negara-negara Islam.12
“Jual Beli Online” secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan
sesuatu yang lain.13 Sedangkan jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana
pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi
dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat
komunikasi seperti chat, telepon, sms dan lain sebagainya.
“Relevansi” adalah hubungan; Keterkaitan.14 Relevansi ini merupakan
sejumlah informasi terpanggil pada sebuah pencarian pada koleksi perpustakaan atau
11Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia ( Balai Pustaka: Jakarta, 1988), h.1
12Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan ( Cet. I; Makassar; IKAPI,
2010), h. 17.
13Rahmat Syafe`i, Fiqh Muamalah ( Cet. X; Bandung; CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.
14Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer ( Cet. I; Surabaya;  Arkola,
2009),h. 666.
9sumber lainnya. Sehingga relevansi yang akan disesuaikan dalam penelitian ini
adalah terhadap dokumen undang-undang khususnya undang-undang perlindungan
konsumen.
“Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)” adalah sekumpulan
aturan-aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah tentang perlindungan
konsumen. Undang-undang yang dimaksud disini adalah undang-undang republik
Indonesia  no. 8 tahun 1999. Sedangkan kata perlindungan konsumen menurut
pengetahuan peneliti adalah segala upaya yang menjamin adanya perlindungan
terhadap hak-hak konsumen dalam proses jual beli, khususnya perlindungan
konsumen terhadap jual beli online.
Jadi pengertian judul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tinjauan
Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
D. Kajian Pustaka
Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi,
maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang
terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya
dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa
pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi,
penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan
judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:
1. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet oleh Sofyan
AP. Kau. Dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum
Islam tentang jual beli melalui telepon dan internet, sehingga sangat penting
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bagi penulis untuk menjadikannya sebagai referensi dalam penyusunan skripsi
ini.
2. E-Commerce dan Hukum Islam oleh Dr. Misbahuddin, M.Ag. Buku ini
membahas mengenai tentang bisnis e-commerce melalui internet dalam
perspektif hukum Islam. Buku ini sangat sesuai dan relevan untuk dijadikan
sebagai referensi yang mendukung penelitian penulis.
3. Fiqh Muamalah oleh Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag. Buku ini membahas
mengenai masalah-masalah muamalah terkait jual beli, khiyar, sewa-menyewa,
syirkah, dan lain-lain sebagainya. Buku ini sangat membantu penulis untuk
dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.
4. Hukum Perjanjian Syariah oleh Prof. Dr. Syamsul. Buku ini membahas
mengenai teori-teori akad dalam fiqih muamalah dan bagaimana akad yang
dibenarkan dalam Islam. Buku ini sangat membantu penulis untuk memperkuat
referensi yang telah ada dalam penelitian ini.
5. Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah oleh Malayati, S. Pdi. Buku ini membahas
mengenai kiat-kiat atau praktek bisnis Rasulullah saw. yang sesuai dan tidak
bertentangan dengan ajaran Islam sehingga penulis sangat perlu menjadikan
buku ini sebagai tambahan referensi.
6. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dalam undang-
undang ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-
hak konsumen.
7. Perlindungan Konsumen Transaksi Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif oleh Solikhin. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana konsep
perlindungan hak-hak konsumen transaksi e-commerce dalam hukum Islam dan
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hukum positif dan bagaimana persamaan dan perbedaan pada kedua sistem
tersebut.
Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli
online, baik berupa buku, tulisan, dan skripsi, sejauh ini penyusun belum menemukan
pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai jual beli online dalam hukum
Islam dan kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
E. Metodologi Penelitian
Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan
dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-
kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh
dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fiqih, jurnal,
ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang
diteliti.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi
normatif (syar’i), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari
Al-Qur’an dan Hadits serta pendapat para ulama yang terkait dengan jual beli.
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Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mengkaji bagaimana relevansi jual beli online dalam hukum Islam terhadap undang-
undang perlindungan konsumen.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kepustakaan (library research) , yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui
literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul
penelitian ini.
4. Instrumen Penelitian
Adapun alat-alat yang akan mendukung penelitian ini adalah:
a. Buku memo, yaitu salah satu yang digunakan peneliti sebagai media pencatatan
beberapa kutipan dari literatur ataupun hasil interview agar lebih memudahkan
peneliti untuk mengumpulkan data;
b. Alat tulis, seperti pulpen atau pensil digunakan peneliti untuk merekam informasi
dalam bentuk tulisan guna melaksanakan penelitian;
c. Notebook atau komputer jinjing, yaitu instrumen terpenting dalam proses
penelitian ini. Mengingat kegunaannya yang multifungsi serta praktis, maka
peneliti menggunakan instrumen ini dalam berbagai kepentingan yang dianggap
perlu selama proses penelitian berlangsung.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku,
jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian
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akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang
dilakukan untuk memecahkan  masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun,
mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga
permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh
kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam
kajian ini.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online;
b. Untuk mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang
perlindungan konsumen;
c. Untuk mengkaji bagaimana relevansi jual beli online menurut hukum Islam
terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Ilmiah
1) Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah khazanah
pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah
kontemporer;
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih
lanjut permasalahan yang dibahas.
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b. Kegunaan Praktis
Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli online sesuai
dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dan mengetahui hak-
haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi hak-haknya dalam transaksi jual beli
online.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI
A. Jual Beli dalam Hukum Islam
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu al-Bay’ berarti menjual,
mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-Bay’ dalam
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira’
(beli). Dengan demikian, maka kata al-Bay’ berarti “jual”, tetapi sekaligus juga
berarti “beli”. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama
fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab al-
Buy’ (kitab jual beli).15
15Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), h. 827.
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Dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan
atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai’, al-Tijarah dan al-Mubadalah,16
sebagaimana Allah swt. berfirman QS Fathir /35: 29.


Terjemahnya:
Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.17
Jual beli adalah hak alami manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Prof. Dr. Ala’ Eddin Kharofa, yaitu:
Conducting sales is a natural right of people. In its reality, it is exchanging one
form of money by another, in which the parties exchange ownership.18
Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam
mendefinisikannya, antara lain:19
a. Menurut ulama Hanafiyah:
 ُﻣ ٙﺒ ٙد ﺎ ٙﻟ ُﺔ ٙﻣ ٍلﺎ ٙﻋ ٙﻠ ٙو ﻰ ْﺧ ٍﮫ ٙﻣ ْﺨ ُﺼ ْﻮ ٍص
Artinya:
Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang
dibolehkan.
b. Menurut Imam Nawawi:
 ُﻣ ٙﻘ ٙﺑﺎ ٙﻠ ُﺔ ٙﻣ ٍلﺎ ِﺑ ٙﻤ ٍلﺎ ٙﺗ ْﻤ ِﻠ ْﯿ ٙﻜﺎ
16H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.
67.
17Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV.
Kathoda, 2005), h. 620.
18Ala’ Eddin Kharofa, Transactions in Islamic Law (Malaysia: A.S. Noordeen, 1997), h. 65.
19Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013),
h. 49-50.
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Artinya:
Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni:
 ُﻣ ٙﺒ ٙدﺎ ٙﻟ ُﺔ ْﻟا ٙﻤ ِلﺎ ِﺑ ْﻟﺎ ٙﻤ ِلﺎ ٙﺗ ْﻤ ِﻠ ْﯿ ًﻚ ٙو ٙﺗ ٙﻤ ﱡﻠ ًﻜﺎ
Artinya:
Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.
Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk
pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada
kata “milik dan pemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang
sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (Ijarah).20
Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu
perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah
pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian
atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.
Tentang al-Mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama mazhab
Hanafi dan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, maka muncul pula hukum yang
berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud al-Mal
adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka,
dapat dijual belikan. Ulama mazhab Hanafi mengartikan al-Mal adalah suatu materi
yang punya nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka, tidak bisa
dijadikan objek jual beli.21
Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling
menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku dizaman ini,
20Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 827.
21Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 827.
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karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara
penentuan apakah antara barang yang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding
tergantung kepada kebiasaan masyarakat tersebut.
2. Dasar Hukum Jual Beli
Islam mengatur prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam
kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah
menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari
kekayaan sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
1) QS Al-Baqarah/2: 198



Terjemahnya:
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu.22
2) QS Al-Baqarah/2: 275


Terjemahnya:
Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.23
22Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.
23Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 58
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Kata ﻊﯿﺒﻟا (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk
perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata ﻮﺑﺮﻟا
masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih
menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. telah
berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang
paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.24
3) QS An-Nisa/4: 29







Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.25
Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari
memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal
dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka.
Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen
yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk
24Abdullah Yusuf Ali, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus,
1993), h. 111.
25Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107.
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memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini
berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui
perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras,
tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.26
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. melarang hamba-
hambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-
cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian,
dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan
sesuai dengan hukum syariat. Allah swt. mengecualikan dari larangan ini pencarian
harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua
belah pihak yang bersangkutan.27
Dalam tafsir al-Maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling
meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu:28
a) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan
penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang
diharamkan;
b) Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam
maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya
tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan
akhirat yang lebih baik dan kekal;
c) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna
memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan
menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus
hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini
berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar
dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu
adalah kepandaian pedagang didalam menghiasi barang dagangannya dan
26Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, jilid 2, terj. As’ad Yasin, Abdul azis Salim
Basyarakil, Muchthob Hamzah, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Dibawah Naungan Al-Qur’an, jilid 2
(Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 341-342.
27Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir
(Cet. I; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998), h. 361.
28Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly,
Tafsir Al-Maragi (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 27.
20
melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan.
Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia
mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini
lahir karena kepandaian pedagang didalam berdagang. Ia termasuk kebatilan
perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal.
Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menyenangi
perniagaan karena manusia sangat membutuhkannya dan peringatan agar
menggunakan kepandaian dan kecerdikan didalam memilih barang serta teliti didalam
transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun daripadanya keluar
dengan kebatilan atau tanpa manfaat.
Demikian juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai
ayat ini bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang
melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan
tahta. Melalui ayat ini, Allah swt. mengingatkan orang-orang yang beriman untuk
tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan
yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaknya memperoleh
harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar
ketentuan agama.29
Kata ﻊﯿﺒﻟا merupakan masdar dari kata ﺖﻌﺑ artinya memiliki dan membeli
karena masing-masing dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk
mengambil dan memberikan sesuatu. Menurut peneliti kata ini berbicara masalah
tujuan dari suatu kegiatan jual beli sehingga tidak mengatur masalah tekhnis
bagaimana jual beli dilaksanakan yang substansinya bahwa terjadinya perjanjian
tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha antara dua belah
pihak sesuai dengan ketentuan syariah dan disepakati. Zaman sebelumnya jual beli
29M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. VIII;
Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 497.
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berlangsung dengan cara barter yakni menukar barang atau benda antara dua belah
pihak, sekarang jual beli umumnya masyarakat menukar barang dengan uang. Dahulu
juga ketika belum berkembang internet jual beli dengan surat menyurat dibolehkan.
Oleh sebab itu, sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalil pengqiyasan
tersebut yang membolehkan transaksi jual beli dengan cara online. Sehingga
meskipun tidak ditemukan transaksi jual beli online dalam al-qur`an namun
diqiyaskan dengan surat menyurat. Dalam hal ini dalil yang digunakan oleh ulama
yang membolehkannya adalah dengan akad salam. Melihat dari mekanisme jual beli
online yakni dari segi majelis memungkinkan terjadinya proses jual beli dalam jangka
waktu yang tidak ditentukan maka jual beli seperti ini digolongkan dalam akad salam.
Adapun dalil yang dijadikan landasan hukum dalam melegalisasi akad salam
yakni QS. al-Baqarah/2: 282. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari ibnu abbas.
Serta ijma` ulama yang dikutip dari pernyataan ibnu mundzir yang mengatakan
bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan,
karena terdapat di dalamnya kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan
manusia.
b. Hadits
 ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ُناَوْﺮَﻣ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ﱡﻲِﻘْﺸَﻣ ِّﺪﻟا ِﺪْﯿِﻟَﻮﻟا ُﻦْﺑ ُسﺎﱠَﺒﻌﻟا ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ِﺰْﯾِﺰَﻌﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ
 ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ُلُْﻮﻘَﯾ ِّيِرْﺪُﺨْﻟا ٍﺪْﯿِﻌَﺳ ﺎََﺑأ ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلﺎَﻗ ِﮫِِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ ِّﻲِﻨﯾِﺪَﻤْﻟا ٍﺢِﻟﺎَﺻ ِﻦْﺑ َدُوَاد ْﻦَﻋ
 ﱠِﻧإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ْﻟا ﺎَﻤ َْﯿﺒ ُﻊ ْﻦَﻋاور) ٍضاََﺮﺗه(ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑا٣٠
Artinya:
Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah
meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan
kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini
dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata,
30Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 2176, h.18-20.
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telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama
suka.31
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran
bahwa Rasulullah saw. bersabda:
ا ُرﺎَﯿِﺨْﻟاَو ٍضاََﺮﺗ ْﻦَﻋ ُﻊَْﯿﺒْﻟ ﻦﺑا هور) ﺎًﻤِﻠْﺴُﻣ ﱠﺮُﻀَﯾ َْنا ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ ﱡﻞِﺤَﯾ َﻻَو ِﺔَﻘْﻔ ﱠﺼَﻟا َﺪَْﻌﺑ
(ﺮﯾﺮﺟ٣٢
Artinya:
Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan
sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu
sesama muslimnya.33
c. Kaidah Fikih
Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada
dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat
bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.
 َا َﻻ ْﺻ ُﻞ ِﻓ َ ْﻷا ﻰ ْﺷ َﯿ ِءﺎ ِﻹا َﺑ َﺣﺎ ُﺔ َﺣ ﱠﺘ َﯾ ﻰ ُﺪ ﱠل ﱠﺪﻟا ِﻟ ْﯿ ُﻞ َﻋ َﻠ َﺘﻟا ﻰ ْﺤ ِﺮ ْﯾ ِﻢ
Artinya:
Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamannya.34
Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang
dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi, dan
dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.
 ٌﺔَﻤﱠﻜَﺤُﻣ َُةدﺎَﻌﻟا
31Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah
an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, Jilid 2, h. 248.
32Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Juz 8 (Mesir: al-
Maimaniyah, t.th.), h. 221.
33Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 ( Cet. 1; Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998), h.
362.
34A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.
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Artinya:
Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat
yang telah ditentukan oleh syara’. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama
berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat
ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama.
Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan
kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan
(keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu
merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang
menujukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar
dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga
barang.36
Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa
rukun jual beli itu ada empat, yaitu:37
a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
b. Sighat (lafal ijab dan kabul);
c. Ada barang yang dibeli;
d. Ada nilai tukar pengganti barang.
35A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, h. 78.
36Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 828.
37Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 828.
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Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan
nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.
Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan
jumhur ulama adalah sebagai berikut:38
1) Orang yang berakad
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli
harus memenuhi syarat berikut:
a) Berakal.
Jual beli yang dilakukan oleh  anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak
sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut mazhab Hanafi, apabila akad
yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah,
wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa
kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain,
mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan
menurut hukum Islam.
Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang mengandung
manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan
dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan
setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.
Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu
harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz,
maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
38Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press,
2012), h. 119-133.
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b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam
waktu yang bersamaan.
2) Syarat yang terkait dengan ijab kabul
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah
kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.
Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat
kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.39
Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat,
hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.
Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan
dalam masalah wakaf.
Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan
barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi
milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.
Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai
berikut:40
a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal,
sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah
dikemukakan diatas;
b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga
sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu;
39Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 829.
40Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 121.
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c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang
melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum
mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan
masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan
ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak
harus dijawab langsung dengan kabul.
Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa
antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak
pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi’i dan mazhab
Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena
dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.
Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan
tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang,
serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun.
Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam
fikih Islam disebut dengan bay’ al-mu’atah.41
Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab dan kabul
melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini,
hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat
dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari
kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-Nisa /4: 29.
41Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 122.
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Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah
menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.
Menurut mazhab Syafi’i (kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi) tetap
mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak sindiran melalui kalimat
ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan mereka bay’ al-mu’atah tidak sah, baik
transaksi itu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah
unsur terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan
lewat bentuk lisan atau kata-kata.42
Pandangan mazhab Syafi’i ini terlalu formalistik dan sederhana. Dimana
pandangan klasik ini mencerminkan zamannya pada saat itu. Dalam era ilmu
pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini, sepertinya akan mendapat kesulitan
untuk menerapkannya karena dengan kecanggihan teknologi, suatu transaksi dapat
dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar-
menawar, sebagaimana yang berlaku dalam pasar-pasar swalayan.
Menurut pengikut ulama mazhab Syafi’i, seperti Imam Nawawi dan al-
Bagawi menyatakan bahwa jual beli al-mu’atah tersebut adalah sah, jika sudah
merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.
Menurut sebagian ulama mazhab Syafi’i lainnya, membedakan antara jual beli
dengan transaksi yang besar dan yang kecil. Apabila yang diperjualbelikan itu dalam
transaksi yang besar, maka jual beli al-mu’atah ini tidak sah, tetapi apabila jual beli
ini dilakukan dalam transaksi yang kecil, maka jual beli ini hukumnya sah.
3) Syarat barang yang diperjualbelikan
42Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 830.
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a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan
kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena
tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih dipabrik,
tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan
pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada;
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar,
dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara’ benda-benda
seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim;
c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh
diperjualbelikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah
karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual;
d) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama
ketika transaksi berlangsung.
4) Syarat nilai tukar (harga barang)
Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual.
Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fikih membedakan as-samn dengan as-si’r.
Menurut ulama, as-samn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah
masyarakat secara aktual, sedangkan as-si’r adalah modal barang yang sebenarnya
diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang
itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen
(harga jual dipasar).
Harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah as-samn. Ulama fikih
mengemukakan syarat as-samn sebagai berikut:
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a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran
dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian
(berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (al-muqayyadah), maka barang yang
dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’, seperti babi dan
khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara’.
Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih
mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:43
1) Syarat sah jual beli
Ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila
terpenuhi dua hal, yaitu:
a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak
diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung
unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang
membuat jual beli itu rusak;
b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa
langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual dan adapun
barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya
diselesaikan sesuai dengan urf (kebiasaan) setempat.
2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli
Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya kekuasaan
untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu
43Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 126-127.
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bukan milik orang lain atau hak orang lain terkiat dengan barang tersebut). Akad jual
beli tidak bisa dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki
kekuasaan untuk secara langsung melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak
mewakili orang lain dalm jaul beli. Dalam hal lain, pihak wakil harus mendapatkan
persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya
setuju, maka barulah hukum jaul beli itu bisa diberlakukan. Jual beli seperti ini dalam
fikih disebut bay’ al-fuduli.
Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai hal ini. Ulama
mazhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam
membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk untuk menjual
barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Akan
tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap
sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya.
Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, jual beli oleh wakil pada al-bay’ al-
fuduli, baik wakilnya itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun
ditunjuk untuk menjual suatu barang, baru dianggap sah apabila terdapat izin dari
orang yang diwakilinya.44
Menurut mazhab Syafi’i dan az-Zahiri, al-bay’ al-fuduli tidak sah, sekalipun
diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah
saw. yang artinya: “tidak sah jual beli, kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang.” (HR.
at-Tirmidzi dan Abu Dawud).
3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli
44Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 831.
31
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat
mengikat apabila jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas
dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).
Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat
dan masih bisa dibatalkan.
Apabila syarat itu terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah sah
dan mengikat. Karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan
jual beli tersebut.
4. Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli
Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang telah dipaparkan diatas,
para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh).
Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar fikih Maliki),
hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek
penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik
akibat dari penimbunan itu. Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak
pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan
harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang
wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.45
Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:46
a. Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syara’,
baik syarat maupun rukunnya;
45Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, h. 55.
46Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, h. 57.
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b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan
rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut
jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.
Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai
berikut:47
a. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya,
sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad;
b. Jual beli batal adalah jual beli adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu
rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan
ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau
barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara’
seperti bangkai, darah, babi, dan khamar;
c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya,
tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan
oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.
5. Macam-macam Jual Beli
Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat
macam, yaitu:48
47Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, h. 57-58.
48Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, h. 65.
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a. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara
menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar
belakangan;
b. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan
barang, seperti menukar baju dengan sepatu;
c. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati
sebagai alat pertukaran, seperti uang;
d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa
dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan
uang kertas.
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya,
jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut
hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan
pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:49
 ََﺛَﻼﺛ ُعُْﻮُﯿﺒْﻟاﺎَﺸُﻣ ٍﻦْﯿَﻋ ُﻊْﯿَﺑ ٌﺔ َﻣ ٍءْﻲَﺷ ُﻊَْﯿﺑَو ََةﺪَھ ُﺻْﻮ ِﻓ ٍفْﻮ ِﺔ ﱠﻣﱠﺬﻟا ﻰ ٍﺔَﺒِﺋ ﺎَﻏ ٍﻦْﯿَﻋ ُﻊَْﯿﺑَو ْﻢَﻟ
 ْﺪِھﺎَُﺸﺗ
Artinya:
Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang
disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.
Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli
benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini
lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras
dipasar.
49H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 75.
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Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam
(pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak
tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang
seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan
barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang
telah ditetapkan ketika akad.
Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat
tambahannya seperti berikut:50
a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau
oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur;
b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan
memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas,
sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan
semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang
menyangkut kualitas barang tersebut;
c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.
Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang
dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga
dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang
akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan
dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti penjualan
buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal,
50H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 76.
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sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar, sebagaimana Rasulullah saw.
bersabda:
ﻟا ِﻊْﯿَﺑ ْﻦَﻋ ﻲَﮭَﻧ :ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠَنا َﺮَﻤُﻋ ﻦْﺑا ْﻦَﻋ َﺜﻤ ﺎَﮭَُﺻﻼَﺻَو ُﺪْﺒَﯾ ﻰﱠﺘًﺣ ِﺮ
 َﺒْﻟا ﻰَﮭَﻧﺒُﻤْﻟاَو ِﻊِﺋﺎ ِعَﺎﺘ(يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻻإ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا هاور)٥١
Artinya:
Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata
baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli.52
Golongan mazhab Hanafi juga berlandaskan pada hadits Rasulullah saw. dari
umar:
 َﻻ َﺎﮭُﺣﻼَﺻَو ُﺪَْﺒﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ِﻞْﺨﱠﻨﻟا ﻰِﻓ اﻮُﻤِﻠُْﺴﺗ٥٣
Artinya:
Janganlah kamu melakukan transaksi salam tentang kurma sebelum tampak
kebaikannya.
Golongan Malikiyah beranggapan bahwa gharar yang terdapat dalam salam
sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat transaksi
dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi,
sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan ini berada
dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang yang belum
pernah terjadi.54
Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang berada
dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan
51Al-Qadhi al-Hasan bin Ahmad ar-Ruba’i, Fathu al-Ghafar al-Jami’ li Ahkami Sunnati
Nabiyina al-Mukhtar (Beirut: Dar Alam al-Rawa id Makkah, 1427H), h. 60.
52Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum (Cet. III;
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 53.
53Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, jilid III, terj. Drs. Mad’Ali (Cet. I;
Bandung: Trigenda Karya, 1997), h. 434.
54Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, jilid III, terj. Drs. Mad’Ali, h. 434.
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tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang berada didaerah
tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan
keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.55
Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian,
yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.
Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh
kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan
alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah
maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-
menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro.
Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu
majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut
syara’. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk
jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling
berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam  jual beli via pos dan giro
antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah
mu’athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti
seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh
penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli
dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli,
menurut sebagian ulama Syafi’iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai
55Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, jilid III, terj. Drs. Mad’Ali, h. 435.
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rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi’iyah lainnya, seperti Imam Nawawi
membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian,
yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.56
Selain jual beli diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang
dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi
sah.
6. Jual Beli yang Terlarang
Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:57
a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai,
dan khamar, Rasulullah saw. bersabda:
 ْﯿَﻤْﻟا و ِﺮْﻤَﺨﻟا َﻊﯿَﺑ َم ﱠﺮَﺣ ﷲ ﱠنِإ :ُلُﻮﻘَﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﱠﻞَﺻ ﻲِﺒﱠﻨﻟا َﻊِﻤَﺳ ُﮫﱠَﻧا ٍﺮِﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ َِﺔﺘ
 و ِﺮْﯾِﺰْﻨِﺨْﻟاَو ،ُﻦْﻔﱡﺴﻟا ﺎَِﮭﺑ ﻰﻠُْﻄﯾ ُﮫﱠِﻧﺈَﻓ ،َِﺔﺘْﯿَﻤْﻟا َمﻮُﺤُﺷ َﺖَْﯾأََرأ ،ﷲ َلﻮُﺳَر ﺎَﯾ َﻞْﯿِﻘَﻓ ،ِمﺎَﻨَْﺻْﻷا
؟ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﮭِﺑ ُﺢِﺒَْﺼﺘْﺴَﯾ َو ،ُدُْﻮﻠُﺠﻟا ﺎَِﮭﺑ ُﻦَّھُﺪﺗ و ﷲ لﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ﱠُﻢﺛ .ماَﺮَﺣ َﻮُھ ،َﻻ :َلﺎَﻘَﻓ
 َﻠَﻋ ﷲ ﱠﻞَﺻ ﱠُﻢﺛ ،ُهُﻮﻠَﻤَﺟ ﺎَﮭَﻣﻮُﺤُﺷ َم ﱠﺮَﺣ ﺎ ﱠَﻤﻟ ﷲ ﱠنِإ ،َدﻮُﮭَﯿﻟا ﷲ ََﻞﺗﺎَﻗ .َﻚَِﻟذ َﺪْﻨِﻋ ﻢﱠﻠﺳ و ِﮫْﯿ
 ََﻤﺛ اُْﻮﻠََﻛأ و ،ُهﻮُﻋﺎَﺑ(ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا هاور) ُﮫَﻨ٥٨
Artinya:
Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda:“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan
patung-patung. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau
tentang lemak yang diambil dari bangkai, karena lemak itu digunakan untuk
mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit dan dijadikan lampu? Nabi berkata: dia
itu haram. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Mudah-mudahan Allah
membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak
bangkai, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan
hasil penjualannya.”59
56H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 78.
57H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 78-83.
58Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 81-82.
59Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 3, edisi
revisi (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 241.
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b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan
betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana
Rasulullah saw. bersabda:
 ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻰَﮭَﻧﺪﻤﺣأ هاور) ِﻞَْﺤﻔْﻟا ِﺐْﺴَﻋ ِﻦََﻤﺛ ْﻦَﻋ ،ﺨﺒﻟا(دوادﻮﺑأ ،ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ،رﺎ٦٠
Artinya:
Nabi saw. melarang kita menerima harga mani (sperma) hewan pejantan
(landuk).61
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti
ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak
binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna,
kurang sempurna, jantan atau betina.62 Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:
 ُﮫﱠَﻧا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﷲ ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ :ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﺚْﯾِﺪَﺣ
 هاور) ِﺔَﻠَﺒَﺤْﻟا ِﻞَﺒَﺣ ِﻊْﯿَﺑ ْﻦَﻋ ﻰَﮭَﻧﻢﻠﺴﻣ و رﺎﺨﺒﻟا(٦٣
Artinya:
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra.: Rasulullah saw. telah melarang jual
beli Habalul-habalah (janin dalam kandungan).64
d. Jual beli dengan muhaqallah, mukhadarah, mulamasah, munabadzah, muzabanah.
Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah disini adalah
menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama
sebab ada persangkaan riba didalamnya.
60Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar (Beirut: Dar al-
Kitab al-Arabi, 1413H/ 1993M), h. 96.
61Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 3, edisi
revisi, h. 246.
62Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Al-Muwaththa’ Imam
Malik (Cet. I; Jakarta: Pustaka azzam, 2007), h. 73.
63Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari’ bi Syarh Shahih al-Bukhari (Mesir: Dar Mishr li
Thiba’ah, 1407H/ 1986M), h. 277.
64Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, ed., Sahih Bukhari Muslim: Hadits yang Diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (Cet. I; Bandung: Jabal, 2008), h. 277.
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Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas
untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih
kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar,
dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang
lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya;
Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalkan
seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari,
maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Seperti halnya baju
yang terbungkus dalam plastiknya atau terbungkus dalam lipatannya, tidak boleh
dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika baju tersebut
dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, maka jual beli tersebut dikategorikan sebagai
penipuan.65 Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti
seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan
pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah
jual beli. Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya
kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki
tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini
dibeli atau ditukar dengan baju itu.”66 Hal ini dilarang karena mengandung unsur
tipuan dan tidak ada ijab kabul.
65Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Al-Muwaththa’ Imam
Malik, h. 75.
66Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Al-Muwaththa’ Imam
Malik, h. 75.
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Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah
yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan
ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Seperti
halnya memperjualbelikan buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan
minyak ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh. Disamping itu, pembeli
biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal dari hasil olahan biji-bijian
tersebut belum dapat diketahui apakah yang akan dihasilkan itu berjumlah sedikit
ataukah lebih banyak, karena itu jual ini dilarang karena termasuk penipuan dan
taruhan.67 Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits:
 ْﻟا ِﻦَﻋ ّﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﱠ  ُلْﻮُﺳَر ﻲَﮭَﻧ :لﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠ  َﻲِﺿَر ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋَو ِﺔَﻠَﻗ ﺎَﺤُﻤ
68(رﺎﺨﺒﻟا ةور).ُﺔﻨﺑ اَﺰﻤﻟاَو , ِة َﺬﺑ ﺎَﻨُﻤﻟاَو , ِﺔَﺴَﻣ َﻼُﻤْﻟاو , ِةَﺮَﺿ ﺎَﺨُﻤْﻟاو
Artinya:
Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara
muhaqallah, mukhadarah (menjual buah-buahan yang belum masak yang
belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya
menyentuh), munabadzah (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan),
muzabanah.69
e. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Imam
Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang
berkata “kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu
padaku.” Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:
 َِوأ ،ﺎَﻤُﮭُﺴَﻛ َْوأ ُﮫَﻠَﻓ ،ٍﺔَﻌْﯿَﺑ ﻲِﻓ ِﻦَْﯿﺘَﻌْﯿَﺑ َعﺎَﺑ ْﻦَﻣ َﻢﱠﻠَﺳ و ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﱠﻞَﺻ ﷲ ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ﺎَﺑ ِّﺮﻟا
(دواد ﻮﺑا هاور)٧٠
67Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa’, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Al-Muwaththa’ Imam
Malik, h. 73.
68Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 438.
69Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, ed., Shahih Bukhari Muslim: Hadits yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, h. 280.
70Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar, h. 97.
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Artinya:
Barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang,
maka baginya ada kerugian atau riba.”71
f. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan
jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat,
seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan
syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama
dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Imam Syafi’i;
g. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi
penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah
yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini
dilarang, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Janganlah kamu
membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias
menipu.” (HR. Ahmad). Rasulullah saw. juga bersabda:
 َﺤْﻟا ِﻊَْﯿﺑ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﱠﻞَﺻ ﷲ ُلْﻮُﺳَر ﻰَﮭَﻧ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا هاور) ِرَﺮَﻐْﻟا ِﻊْﯿَﺑ ْﻦَﻋ َو ِةﺎَﺼ
ىرﺎﺨﺒﻟا ﻻإ(٧٢
Artinya:
Rasulullah saw. melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.73
h. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang
menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya,
misalnya A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada dikebunnya, kecuali pohon
71Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 3, edisi
revisi, h. 252.
72Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar, h. 9٦.
73Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah
an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, Jilid 2 (Cet. III; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008), h. 226.
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pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang
dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal, sebagaimana
Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Rasulullah saw. melarang jual beli dengan
muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan.” (HR.
Nasai);
i. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan
kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat
bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya,
kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli
kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk
pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw. bersabda:
 ِنﺎَﻋﺎ ﱠﺼﻟا ِﮫِْﯿﻓ َيِﺮْﺠَﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ِمﺎَﻌﱠﻄﻟا ِﻊَْﯿﺑ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳ َو ﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﱠﻞَﺻ ﷲ ُلْﻮُﺳَر ﻰَﮭَﻧ ُعﺎَﺻ
(ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑا هاور) يَِﺮﺘْﺸُﻤﻟا َعﺎَﺻ َو ِﻊِﺋﺎَﺒﻟا٧٤
Artinya:
Rasulullah saw. melarang menjual makanan hingga dilakukan dua kali
penimbangan (penakaran), penimbangan (penakaran) dari penjual dan
penimbangan (penakaran) dari pembeli.75
7. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli
Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad
berlangsung maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap
kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.
74Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 21, h. 253.
75Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah
an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, Jilid 2, h. 253.
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Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya
adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan,
atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil curian. Menurut
perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi
ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam
perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang
disepakati. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang
lalai.
Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi
terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan
keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan
dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi.
Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan, baik disengaja ataupun
tidak, atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka
barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fikih disebut dengan
ad-daman, yang secara harfiah bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fikih
mengatakan bahwa ad-daman adakalanya berbentuk barang dan adakalanya
berbentuk uang.76
Pentingnya ad-daman jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi
perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk
tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah
76Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 832.
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akad, menurut ulama fikih, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang
menimbulkan kerugian.77
8. Etika dalam Jual Beli
Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber
rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau
telah mengajarkan beberapa etika dalam berjualbeli sesuai syariat, diantaranya:78
a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam
kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam
aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Tidak
dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia
menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani). Rasulullah saw. sendiri selalu bersikap
jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk
disebelah bawahdan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan
menipu pembeli;
b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan
tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku
hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang
melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk
melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi
masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
77Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 832.
78Malahayati, Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah (Cet. I; Yogyakarta: Jogja Great! Publisher,
2010), h. 74-78.
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c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan
yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah
swt. dalam QS al-Muthaffifin/83: 1-3





Terjemahnya:
Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima
takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar
atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.79
d. Tidak menjelek-jelekkan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda
yang artinya: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk
menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain.” (HR. Muttafaq ‘alaih);
e. Bersih dari unsur riba. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 278




Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu
beriman.80
79Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 878.
80Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 58.
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f. Tidak menimbun barang (ihtikar). Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan
menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat
menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah saw. melarang
keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika
mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar;
g. Tidak melakukan monopali. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah
memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu
tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya
seperti barang tambang dan mineral. Orang seprti ini hanya memikirkan
kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam Islam;
h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw.
dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya,
Abdullah bin Hamzah selama tiga hari. Abdullah bin hamzah mengatakan: “Aku
telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dank
karena masih ada suatu urusan dengannya, maka menjanjikan untuk mengantarkan
padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, aku pun pergi ke
tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata, ‘engkau
telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR.
Abu Dawud);
i. Membayar upah kepada karyawan. Rasulullah saw. bersabda:
 َﺪَﻏ ﱠُﻢﺛ ﻲِﺑ ﻰَﻄَْﻋأ ﺎﻓ اًﺮْﯿﺟ اَﺮَْﺟَﺄﺘْﺳا ُﻞُﺟَر َو ُﮫَﻨََﻤﺛ َﻞَﻛ َ ﺄَﻓ ا ﺮُﺣ َع ﺎَﺑ ٌﻞُﺟَر َو َر ﻰَﻓ َْﻮﺘْﺳ
 ْﻢَﻟَو ُﮫﻨِﻣ ْﻌَﯾ(ىرﺎﺨﺒﻟا هاور) ُهَﺮَْﺟا ِﮫِﻄ٨١
Artinya:
81Imam Bukhari, Shahih Bukhari ( Kairo: al-Mathba`ah al-Kubra, t.th), h. 189.
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Ada tiga macam orang yang langsung Aku tuntut pada hari kiamat: seseorang
yang membuat perjanjian atas namaKu lalu ia langgar. Seseorang yang menjual
orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya dan seseorang yang
mempekerjakan orang lain dan ia telah memperoleh keuntungan dari hasil
pekerjaannya, namun ia tidak member upahnya.82
Hadits ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda.
Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan;
j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim
mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah
dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau
sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat
mereka kecewa dan berbalik;
k. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang,. Manfaat toleran
adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan
mempercepat kembalinya modal. Allah swt. mengasihi orang yang lapang dada
dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi utang.
B. Prinsip-prinsip Jual Beli Online
1. Pengertian Jual Beli Online
Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan
untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun,
seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan
hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin
kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu
kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.
82Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Mausuu’ah al-Manaahisy Syat’iyyah fii Shahiihis Sunnah
an-Nabawiyyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-
Sunnah, Jilid 2, h. 315.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling
mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai
pihak yang membayar harga barang yang dijual.83 Menurut Rahmat Syafe’i, secara
bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.84
Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau
didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.85 Secara
bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah
keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat
melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik
komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun
komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Online bisa diartikan
sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan
perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.
Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli
online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai
pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang
yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada
kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu
jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan
lain-lain.
2. Dasar Hukum Jual Beli Online
83Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV
(Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.
84Rahmat Syafe`i, Fiqh Muamalah, h. 73.
85“Sederet.com”, Online Indonesian English Dictionary. http://mobile.sederet.com/ (5
Februari 2015).
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Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur
dalam hukum positif, yaitu:
a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elekronik
lainnya.86
Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:87
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik,
yaitu:88
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
dengan tujuan untuk:
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi
dunia;
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat
sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik
ataupun privat.89
Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas
kebebasan berkontrak.
86Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.
87Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.
88Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.
89Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17.
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b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:90
Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.
Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang
melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini
terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan
penyerahan uang dari pembeli ke penjual.91
Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas
terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada
pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak
hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut
asas kebebasan berkontrak.
Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:92
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.
90Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
91Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2003), h. 7.
92Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
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Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi
perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya
perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:93
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
3. Subjek dan Objek Jual Beli Online
Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung
dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual
beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha
selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang
membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi
oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan
terjadinya penipuan.
Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli
oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku
subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana
penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung,
sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas
barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.
4. Komponen-komponen Jual Beli Online
93Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
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Ada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli online atau sering juga disebut
sebagai e-commerce, pihak-pihak ini lebih tepat disebut sebagai komponen-
komponen karena semuanya bersifat maya atau virtual. Sesuai dengan standar
protokol SET (Secure Electronic Transaction), komponen-komponen yang terlibat
dalam jual beli online, yaitu:94
a. Virtual/Physical Smart Card
Virtual atau Physical Smart Card ini sesungguhnya adalah media yang
digunakan pembeli atau pelaku transaksi dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada
kasir di counter. Penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi, tetapi
melalui alat yang disebut dengan smart card. Dengan smart card ini pembeli akan
megirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk
selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.
Pengirim informasi kartu kedit ini sudah terjamin keamanannya karena smart
card yang digunakan sudah memiliki CA (Certificate Autority) tertentu. Saat ini
smart card untuk jual beli online tersedia dalam bentuk software, yang biasa dikenal
sebagai virtual smart card. Dengan virtual smart card, pelaku transaksi tidak perlu
mengetikkan nomor kreditnya setiap kali melakukan transaksi, tetapi tinggal hanya
menjalankan software ini dan menekan satu tombol tertentu untuk melakukan
pembayaran. Contoh software virtual card ini adalah vWallet, Microsoft Wallet dan
SmartCat.
b. Virtual Point of Sale
Sebagai tempat penjualan tentunya penjual harus mempunyai software aplikasi
yang benar-benar baik dan lengkap yang mendukung transaksi online, antara lain:
94Marketing. “Lima Tempat Jualan Online”. Blog Marketing. http//Marketing.blogspot.com/
2013/04/22/ lima-tempat-jualan-online.html (1 Mei 2015)
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menyediakan interface untuk operasi-operasi penjualan. Pengiriman laporan transaksi
ke pembeli dan ke bagian keuangan yang juga online, pengontrolan persediaan
barang atau invertori, memiliki interface untuk otoritas secara transparan dan
mendukung SET demi keamanan pengiriman dan penerimaan data antara pembeli
dan penjual. Jadi dengan adanya software virtual poit of sale, pembeli akan benar-
benar merasakan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang
sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang dibutuhkan, berapa
stok barang yang tersedia, mengetahui berapa jumlah barang yang dibelinya, berapa
banyak transaksinya, kapan barang dibeli akan tiba, tanpa rasa was-was akan salah
tagih atau salah debet atas kartu kreditnya. Penyebabnya, pembeli akan dapat
langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada
saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa kuatir akan keamanan
informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada
penjual barang tersebut. Salah satu contoh software ini adalah vPos.
c. Virtual Acquirer atau Payment Gateway
Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukakan otoritas kartu
kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau master card,
sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau
tidak. Apabila memang tidak bermasalah, pihak penjual akan mengirim jumlah
transaksi yang dilakukan pembeli ke pihak bank. Sealanjutnya pihak bank akan
mengeluarkan kartu kredit melakukan penagihan kepada pemilik kartu kredit untuk
dibayarkan ke pihak penjual. Pada bank sentral, tranksaksi yang terjadi adalah
transfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada
bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, bank sentral
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akan meneruskan memo ini ke bank B, selanjutnya setelah bank B menerima memo
ini, bank B akan menambahkan sejumlah dana account nasabahnya. Dalam jual beli
online, karena seluruh transaksi dilakukan secara online maka softwarelah yang
memegang peranan penting dalam transaksi ini. Software ini dapat saja diletakkan di
beberapa bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun
suatu sistem jual beli online atau bisa juga diletakkan di ISP. Salah satu perusahaan
yang menerapkan ini adalah Wells Fargo dan General Electric.
d. Visa Credit Card
Visa adalah suatu keharusan untuk mendukung 100% transaksi online di
internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak
pengembang software jual beli online. Visa sendiri harus menyediakan data base
yang handal dan terjaga kerahasiannya yang dapat di akses setiap saat oleh para
pembeli. Di internet ini pun visa menyediakan layanan-layanan online seperti ATM
Locator, Electronic Banking, Bill Paymet dan lain sebagainya.
5. Tempat Jual Beli Online
Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan
online, yaitu:95
a. Marketplace
Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk
dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah
menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu
notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace
adalah BukaLapak.com dan Tokopedia.com.
95Marketing. “Lima Tempat Jualan Online”. Blog Marketing. http//Marketing.blogspot.com/
2013/04/22/ lima-tempat-jualan-online.html (1 Mei 2015)
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b. Website
Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus
untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai
dengan nama toko onlinenya.
Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus
membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs
dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs
tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh
seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.
c. Webblog
Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan webblog
gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat
mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, www.
bajumuslimtermurah.blogspot.com, http://morinabusana.blogspot.com.
d. Forum
Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan
adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini
disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini,
seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk
mengakses dan membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskn untuk sign
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up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah,
Kaskus.co.id, Paseban.com
e. Media Sosial
Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, adalah media-
media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya
ialah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.
6. Jenis Transaksi Jual Beli Online
Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam
mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis
transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli
dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang
menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.
Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa
dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:96
a. Transfer Antar Bank
Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang
paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis
transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di
cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen
mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan
mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.
96Maxmanroe, “3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia”, Blog
Maxmanroe. https://www.maxmanroe.com/2014/01/ 3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-
indonesia.html (5 Januari 2015).
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Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang
tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang
terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.
f. COD (Cash On Delivery)
Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses
jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu,
tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga
barang.
Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih
bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang
akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus,
Berniaga, dan lainnya.
Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun
konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen
adalah orang yang berniat jahat.
g. Kartu Kredit
Kartu kredit merupakan alat  pembayaran yang semakin popular, selain
memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan
semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu
kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan
kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki
tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-
pihak tertentu.
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h. Rekening Bersama
Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini
mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam
transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening
bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya
baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.
Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga
rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama
meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah
sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.
Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin
keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah
sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang
konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum
Kaskus.
i. Potongan Pulsa
Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual
produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini
masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphone.
7. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online
Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh
konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko
online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen
tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam
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tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok,
lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah
ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital,
pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan
setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.97
Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti facebook,
Line, Black Berry Massanger (BBM), dan lainnya. Konsumen tinggal melihat
postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada
konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox
atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan. Biasanya
digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah
mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya
lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu
konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu
seminggu.
8. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online
Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada
kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun
kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan
transaksi jual beli online, yaitu:
a. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Pelaku Usaha
Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:98
97Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press,
2012), h. 242.
98Arip Purkon, Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 20.
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1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau
tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung
produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya;
Contohnya, pelaku usaha tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan
secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui
media online ;
2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli
online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun,
selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet;
Contoh: Seorang pengusaha melakukan perjalanan bisnis, kemudian pada saat
itu juga ada konsumen yang ingin memesan barang sedangkan pengusaha
tersebut tidak sedang di kantor, pengusaha tersebut menganjuran agar
melakukan transaksi via internet dan barang pesanan dapat diambil esoknya.
3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah
fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia
jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis;
Contoh: Anto termasuk pengusaha pemula dengan modal pemasaran yang
sedikit, namun pada saat bersamaan anto juga menerapkan pemasaran lewat
internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.
4) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan
bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan.
Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;
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Contoh: andi seorang pengusaha namun juga merupakan seorang guru disalah
satu smp ternama di jakarta, namun itu tidak mengganggu usahanya karena andi
menerapkan penjualan online sejak 2 tahun yang lalu.
5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas,
potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar;
Contoh: Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan
salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti
zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar online telah terbuka
bebas.
6) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan
dengan online. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi
lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya;
Contoh: Banyaknya website yang menyediakan layanan jual beli online
memungkinan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang
ingin dibeli.
7) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan
layanan kepada konsumen selaku pembeli;
Contoh: Seorang pengusaha dan konsumen yang bertransaksi 2 negara yang
berbeda.
8) Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya
seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya
akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai
komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan;
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Contoh: dengan adanya fasilitas online untuk melakuka transaksi jual beli
online sehingga seorang pengusaha dapat menghemat biaya operasional
terutama yang berbeda tempat yang sangat jauh, dengan hanya biaya kirim saja
yang menjadi tanggungan.
9) Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa
menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku
usaha dapat meningkatkan pelayanannya.
Contoh: Jual beli online menyediakan fasilitas chat agar konsumen dan
pengusaha dapat berkomunikasi secara langsung untuk menyampaikan
kebutuhan-kebutuhannya.
Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli online atau bisnis online ini juga
mempunyai kekurangan, yaitu:99
1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online. Masih
banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk
melakukan transaksi online, apalagi berkenan dengan pembayaran. Biasanya
mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah
dikenal. Contohnya, konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke
toko dibandingkan dengan online shopping karena takut terjadinya penipuan;
2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam
pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.
Contohnya, banyak pedagang baju dipasar lebih memilih untuk menjual
barangnya secara langsung ketimbang menjualnya secara online karena
ketidaktahuannya dalam pengoperasian teknologi informasi;
99Arip Purkon, Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet, h.
20.
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3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya
yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang
tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.
Contohnya, pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui social media
facebook, akan tetapi akun facebooknya telah di hack oleh hacker sehingga
mengambil alih akun pelaku usaha yang dapat berakibat kerugian bagi pelaku
usaha dan konsumen;
4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat
komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya
bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi
informasi. Contohnya, pelaku usaha yang salah menuliskan alamat konsumen
sehingga barang yang dibeli konsumen tidak sampai kepada konsumen karena
pengiriman barang kepada alamat yang salah;
5) Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini
dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses
karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja. Contohnya, toko
online yang sedang ramai dikunjungi oleh konsumen, akan tetapi pelaku usaha
tidak dapat berkomunikasi dengan konsumen akibat terganggunya jaringan
internet yang berakibat konsumen tidak jadi memesan barang atau produk
pelaku usaha;
6) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi
baik, maupun buruk. Disatu sisi, hal ini bisa berdampak negatif, apalagi
digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud
merusak reputasi seseorang. Tetapi, hal ini dapat berdampak positif apabila
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yang disebarkan adalah reputasi baik. Contohnya, toko online yang menjual
barang jualannya tetapi konsumen tidak puas dengan barang yang dibelinya
dari pelaku usaha karena adanya ketidaksesuaian antara gambar dengan aslinya
yang membuat konsumen kecewa dan akhirnya mempengaruhi konsumen lain
bahwa barang yang dijual oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan yang ada
digambar sehingga hal ini berakibat buruk pelaku usaha.
b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Konsumen
Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi konsumen, yaitu:100
1) Home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat
menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang
jauh dari lokasi. Contohnya, konsumen hanya memesan barang yang
diingankan melalui media online dimanapun dan kapanpun, meskipun
konsumen hanya berada di rumah;
2) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau
melakukan transaksi melalui internet. Contohnya, konsumen hanya mencari
sebuah situs online penjualan barang kemudian memesan barang dikolom
komentar situs tersebut;
3) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk
maupun jasa yang ingin dibelinya. Contohnya, konsumen dapat melihat-lihat
foto barang-barang yang diposting oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha a,
b, maupun c;
100Rif’ah Roihanah, Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce),
h. 112.
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4) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja
selama 24 jam per hari. Contohnya, konsumen dapat malukukan transaksi jual
beli kapan saja tanpa harus takut toko pelaku usaha tertutup;
5) Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet
atau pasar tradisional. Contohnya, konsumen ingin membeli makanan khas
suatu daerah, akan tetapi makanan khas tersebut tidak terdapat di wilayah
tempat tinggal konsumen, sehingga konsumen memesannya secara online.
Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi
online, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenan dengan
haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli
online, seperti:101
1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh
barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang
yang diiginkan melalui postingan pelaku usaha;
2) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya,
konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut
berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;
3) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual
selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen
tidak merasa dirugikan;
4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap
resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam
101Rif’ah Roihanah, Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce),
h. 113.
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hal pembayaran secara elektronik, baik dengan credit card maupun electronic
cash. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui
electronic cash tidak dijamin keamanannya dari para hacker;
5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli
diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen,
sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena
jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Contohnya, konsumen yang
mentransfer uang terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli suatu
produk, dan produk tersebut baru dikirim kepada konsumen setelah konsumen
mentransfer uangnya kepada pelaku usaha.
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BAB III
HAK-HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
A. Hak-hak Konsumen dalam Hukum Islam
Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap
konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa khiyar, yaitu hak yang
diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau
membatalkannya. Diantaranya, yaitu:102
1. Khiyar Majelis
Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli
atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis),
khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw. bersabda:
 َﻤُﻋ ِﻦْﺑا ُﺚْﯾِﺪَﺣا َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳّو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ :ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ﷲ َﻲِﺿَر َﺮ ﱡﻞُﻛ ِنﺎَِّﻌَﯿﺒْﻟ
 ِرﺎَﯿِﺨْﻟا َﻊْﯿَﺑﱠِﻻإ ﺎَﻗ ﱠﺮََﻔﺘَﯾ ْﻢَﻟ ﺎَﻣ ِﮫِﺒِﺣﺎَﺻ ﻰَﻠَﻋ ِرﺎَﯿِﺨْﻟﺎِﺑ ﺎَﻤُﮭْﻨِﻣ ٍﺪِﺣاَو(ﻢﻠﺴﻣ و يرﺎﺨﺒﻟا هاور)١٠٣
Artinya:
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw.pernah bersabda: “Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyar
yaitu kesempatan berpikir selagi mereka belum berpisah melainkan jual beli
khiyar.104
102H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 83.
103Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Cet. I; t.t: Darut Tauqin Najat, 1422 H), h. 64.
104Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, ed., Sahih Bukhari Muslim: Hadits yang Diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, h. 279.
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2. Khiyar ‘Aib
Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat
suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui
pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan
kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil
itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan,” seperti
yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang
membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya
pada diri budak itu kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu
dikembalikan pada penjual. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari
Uqabah bin Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal
bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya
terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani).105
3. Khiyar Syarat
Yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah
meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati
bersama. Seperti seseorang berkata: “Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat
saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari.”
Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Kamu boleh khiyar pada setiap
benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi)106
Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual
beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang
105Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), h. 60.
106H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 85.
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berakad secara bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia
mempersyaratkannya.
4. Khiyar at-Ta’yin
Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas
dalam jual beli. Mislanya, dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan
sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang
berkualitas A dan mana keramik yang berkualitas B. Untuk menentukan pilihan
tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek. Misalnya juga, seseorang
membeli empat ekor kambing dari sekumpulan binatang, maka pembeli diberi hak
khiyar ta’yin sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan
diantara sekumpulan kambing itu.107
5. Khiyar ar-Ru’yah
Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli
yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya
akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat
terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya,
maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.
Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia
lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.” (HR. Daruqutni dari
Abu Hurairah).108
107Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 62.
108Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 62.
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B. Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, untuk pertama kali
dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy didepan kongres pada 15
Maret 1962, yaitu:109
1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;
4. Hak untuk didengar.
Keempat hak tersebut diatas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi
Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal
3, 8, 19, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization
of Consumers Union- IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya,
yaitu:110
1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
109Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia (Cet. II;
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 102.
110Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, h. 103.
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Disamping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEG) juga telah menyepakati
lima hak dasar konsumen, yaitu:111
1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti rugi;
4. Hak atas penerangan;
5. Hak untuk didengar.
Sedangkan hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:112
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang
digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila
barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
111Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, h. 103.
112Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 4.
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BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ONLINE DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online
Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari
hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:
1. Orang yang Berakad
Secara umum al-‘aqid (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki
kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia
menjadi wakil.
Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan
menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia
minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan
oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan ‘aqid harus baligh, berakal, mampu
memelihara agama dan hartanya.113
Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih
besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu
113H. Suhartono, “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online
dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)”, Mimbar Hukum dan Peradilan, no. 72 (2010): h. 143.
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Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada
usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih
anak-anak.114
Dalam transaksi jual beli online, masing-masing pihak yang terlibat transaksi
telah memenuhi kriteria tamyiz, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan
tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan
mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti
dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.
Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli
online tidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-
menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat
orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.
2. Sighat (Lafal Ijab dan Kabul)
Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak
yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang
terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna
pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat
hukum terhadap objeknya.115 Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu
akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad
(contract).116
114Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 260.
115Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.
81.
116Ala’ Eddin Kharofa, Transactions in Islamic Law, h. 10.
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Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan,
tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas
tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi
kebiasaan dalam ijab dan kabul.
Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus,
maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah
sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau
melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.117
Demikian pula pernyataan Sayyid Sabiq, yaitu:
 ِﻜﻟاﺎِﺑ ُﺪِﻘَﻌْﻨَﯾ لُْﻮَﺒﻘْﻟا َو ِبﺎَﺠْﯾِﻷاﺎِﺑ ُﻊَْﯿﺒْﻟا ُﺪِﻘَﻌَْﻨﯾ ﺎََﻣآ ِﻦَْﯾﺪِﻗﺎََﻌﺘُﻤْﻟا َﻦِﻣ ِّلآ َنﻮُﻜَﯾ َْنأ ٍطْﺮَﺸِﺑ ِﺔَﺑَﺎﺘ
 َﺘِﻜْﻟا ﺎِﺑ ُﺪِﻗﺎَﻌْﻟا َنﻮُﻜَﯾ َوأ ،ِﺮَﺧﻵا ِﻦَﻋ ًاﺪْﯿِﻌَﺑ َﻼَﻜْﻟا ُﻊْﯿَِﻄﺘْﺴََﯾﻻ َسَﺮَْﺧأ ِﺔَﺑﺎ ِم١١٨
Pernyataan Sayyid Sabiq ini menjelaskan bahwa sebagaimana transaksi jual
beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan
tulisan apabila kedua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang
akadnya itu bisu.
Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan
dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual
beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam
suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama
antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain.
Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara
fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh
117Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 830.
118Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fath lil i’lam al-‘Arobi: t.th.), h. 148.
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apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon,
internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam konteks yang
sama, yaitu akad jual beli.119
Mengenai satu majelis ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu
majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada
ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan seorang lagi
berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan
misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah
ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau
waktu.120
Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dibolehkan apabila hal
tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat, asalkan telah terpenuhi unsur
kerelaan antara kedua belah pihak. Mengenai hal ini, Imam al-Syaukani berpendapat:
 ﺪﻗو طﺎﻨﻤﻟا ﻮھ ﻰﺿاﺮﺘﻟا دﺮﺠﻣ نأ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ لﺪﻓ "ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةرﺎﺠﺗ" ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ لﺎﻗ
 ىﺄﺑو ,نﺎﻛ ﺔﻔﺻ ىأ و ﻊﻗ و ﻆﻔﻟ ىﺄﺑ ﺔﯾﺎﻨﻛ وأ ةرﺎﺷإ وأ ﻆﻔﻠﺑ ﮫﯿﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻو
ﻞﺼﺣ ةﺪﯿﻔﻣ ةرﺎﺷإ١٢١
Penjelasan pendapat Imam al-Syaukani ini menegaskan bahwa prinsip yang
paling mendasar dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli.
Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan
isyarat, tulisan, perantara, berita dan sebagainya, yang terpenting maksudnya
tersampaikan. Jadi, bukan hanya terikat dengan ungkapan lisan saja. Karena itu,
119Sofyan AP. Kau, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet”, h.
10.
120Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV, h. 108-109.
121Muhammad bin Ali al-Syaukani, Al-Darari al-Mudhi’ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1307 H/ 1987 M), h. 250.
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Imam al-Syaukani menolak pendapat jumhur ulama yang memandang sah jual beli
hanya dengan ijab kabul secara lisan dan dengan ungkapan tertentu. Penolakannya
didasarkan pada lafal amm (umum) dan tijarah (perniagaan) yang mengandung
makna “segala bentuk jual beli”, yang wajib dilakukan atas dasar suka sama suka.
Perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya terucap dengan ucapan lisan, tetapi
dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat dimengerti oleh kedua belah
pihak.122
Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli
mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan
suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan
tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah
satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang
lain.123
Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli bertemu dalam satu
majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam
satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari
berbagai negara yang berbeda. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi
jual beli online sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam
hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui
berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan
tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.
3. Objek Transaksi Jual Beli
122Imam al-Syaukani, Al-Darari al-Mudhi’ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah, h. 250.
123Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV, h. 99.
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Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi.
Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah melarang secara
mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih
sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara’,
seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah
pihak, dan harus suci.124
Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak
berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli
online tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli
mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.
Dalam transaksi jual beli online, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa
komoditi digital dan non digital. Komoditi digital seperti surat kabar elektronik,
majalah online, digital library, ebook, domain, dan lain-lain, dapat langsung
diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi non digital,
tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa
kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat
penyerahan.
Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan
berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan garar, karena objek dalam transaksi
jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari.
Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli online, karena
yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli
124H. Suhartono, “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online
dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)”, h. 145.
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sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan
dalam jual beli online ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat
pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat
dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi,
maka jual beli tersebut sah.125
Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli online,
tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam, selama objek
transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan
keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang telah
disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli online terdapat
ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan dilayar internet atau handphone dengan
barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak khiyar, apakah ingin
mengambil barang itu atau mengembalikannya kepada penjual.
4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang
Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi
harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan
perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus
dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka
harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.126
Dalam transaksi jual beli online, sebelum proses pembayaran dilakukan,
masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan
125Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 264.
126H. Suhartono, “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online
dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)”, h. 146.
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jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang
digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah
mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah
pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti
pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan
kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli.
Pembayaran harga dalam transaksi jual beli online pada prinsipnya telah
memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran
atau harga dalam transaksi jual beli online merupakan sesuatu yang bernilai dan
bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat
ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan
dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.
Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan,
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli
dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli online
ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sighat
(lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi
itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan,
dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi
objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits,
seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.
Jual beli online, jika dilihat dari aspek maqashid syariah, terdapat
kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang
syari’at Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun
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diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model
sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran
dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat
tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.
B. Analisis Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam dan Undang-undang
Perlindungan Konsumen (UUPK)
1. Analisis Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Islam
a. Khiyar Majlis
Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai khiyar majelis ini. Menurut
ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, masing-masing pihak yang melakukan akad
berhak mempunyai khiyar majelis, selama mereka masih dalam majelis akad.
Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab (ungkapan dari penjual) dan kabul
(ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka
masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut
karena akad jual beli saat itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila
setelah ijab dan kabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak khiyarnya dan
mereka berpisah tempat, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat,
kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih
berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli tersebut.127
Menurut ulama mazhab Hanafi dan Malik, suatu akad sudah sempurna dengan
ada ijab dan kabul. Alasan mereka bahwa suatu akad sudah dianggap sah, apabila
masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dan kerelaan tersebut
diungkapkan melalui ijab dan kabul. Artinya, apabila suatu akad telah dipenuhi,
127Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 918.
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kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang
ditempat tersebut untuk membatalkan akad. Sebelum selesainya akad, masing-masing
pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.128
b. Khiyar ‘Aib
Menurut kesepakatan ulama fikih, khiyar ‘aib ini berlaku sejak diketahuinya
cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik
hak khiyar. Cacat yang menyebabkan hak khiyar, menurut ulama mazhab Hanafi dan
Hanbali, yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli tersebut dan mengurangi
nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan, menurut mazhab Syafi’i dan
Maliki, cacat itu adalah cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau
hilang unsur yang diinginkan daripadanya.129
Menurut para ahli fikih, syarat-syarat berlakunya khiyar ‘aib setelah diketahui
ada cacat pada barang itu, antara lain:130
1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi balum serah terima barang
dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama;
2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad
berlangsung;
3) Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat
tidak bisa dikembalikan;
4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
128Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 918.
129Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 917.
130Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 917.
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Pengembalian barang yang ada cacatnya berdasarkan khiyar ‘aib dapat
terhalang karena hal-hal berikut, antara lain:131
1) Pemilik hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu
ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan;
2) Hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melakukan ungkapan
yang jelas maupun melalui tindakan;
3) Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru
disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar atau barang itu telah berubah total
ditangannya;
4) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar, seperti
apabila objek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah
ditanami berbagai jenis pohon atau apabila objek jual beli itu adalah hewan,
maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik khiyar. Akan tetapi, apabila
penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi objek jual
beli atau buah-buahan dari pohon yang diperjualbelikan, maka tidak
menghalangi hak khiyar.
c. Khiyar Syarat
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan demi
memelihara hak-hak perempuan dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak
penjual. Menurut mereka, khiyar syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat
mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa. Untuk transaksi yang
sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam-meminjam, wasiat,
maka tidak berlaku khiyar seperti ini. Adapun jual beli salam dan jual beli valuta
131Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 917.
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asing juga tidak berlaku, sekalipun akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak
yang berakad. Karena dalam jual beli salam disyaratkan pihak pembeli menyerahkan
seluruh harga barang ketika akad telah disepakati, dan dalam akad jual beli valuta
asing disyaratkan nilai tukar uang yang diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat
diterima oleh masing-masing pihak setelah dalam akad telah dicapai kesepakatan.
Adapun khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga
barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu khiyar itu selesai.132
Tenggang waktu dalam khiyar syarat harus jelas. Apabila tenggang waktu
khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah. Terdapat perbedaan
pendapat antara ulama fikih dalam menentukan tenggang waktu khiyar syarat.
Menurut ulama mazhab Maliki, tenggang waktu dalam khiyar syarat bisa
bersifat mutlak tanpa ditentukan waktunya tergantung kebiasaan masyarakat
setempat. Tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu,
masa tenggang hak khiyar dapat berbeda untuk setiap objek akad, misalnya buah-
buahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, cukup
sekitar tiga hari. Sementara untuk objek lainnya, seperti tanah, dan rumah diperlukan
waktu lebih lama. Dengan demikian, tenggang waktu tergantung pada objek yang
diperjualbelikan.133
Menurut ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi’i, tenggang waktu dalam
khiyar syarat tidak lebih dari tiga hari. Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu
tiga hari ini ditentukan oleh syara’ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh karena itu,
tenggang waktu tiga hari tersebut harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan.
132Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 915.
133Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 915.
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Apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah
ditentukan, maka akad jual beli dianggap batal.134
Menurut ulama mazhab Hanbali, tenggang waktu khiyar syarat diserahkan
kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Karena, khiyar itu
disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan. Boleh
jadi untuk orang lain khiyar syarat belum tentu cukup tiga hari.135
Tenggang waktu yang disepakati oleh ulama fikih adalah bahwa akad yang
dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai khiyar. Jual beli itu
boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad yang mengikat selama
tenggang waktu khiyar itu. Apabila tenggang waktu khiyar habis, tanpa ada
pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih
tersebut, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu dipandang
sah.
Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu khiyar syarat,
ulama fikih telah mengemukakan dua syarat, yaitu:136
1) Dilakukan dalam tenggang waktu khiyar;
2) Pembatalan itu diketahui pihak lain.
Menurut para ahli fikih, khiyar syarat akan berakhir dalam keadaan sebagai
berikut:137
1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar, baik melalui
pernyataan maupun tindakan;
134Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 915.
135Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 915.
136Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 915.
137Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 916.
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2) Jual beli menjadi sempurna dan sah, apabila tenggang waktu khiyar jatuh tempo
tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar;
3) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang mempunyai
khiyar. Apabila khiyar itu milik penjual, maka jual beli itu menjadi batal dan
apabila khiyar itu menjadi hak pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak
boleh dibatalkan oleh pembeli;
4) Terdapat penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pembeli dan
hak khiyar ada dipihaknya. Apabila penambahan itu terkait erat dengan objek
jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing atau
penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang
menjadi objek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Akan tetapi, apabila
tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, seperti anak
kambing yang baru lahir dan buah-buahan dikebun, maka hak khiyar tidak
batal, karena yang menjadi objek jual beli adalah kambing, tanah atau pohon,
bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon tersebut;
5) Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, khiyar juga berakhir dengan
wafatnya pemilik hak khiyar karena hak khiyar bukanlah hak yang bisa
diwariskan. Menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi’i, hak khiyar tidak batal
karena hak khiyar bisa diwariskan ahli waris. Hal ini sejalan dengan sabda
Rasulullah saw. yaitu: “Siapa yang meninggalkan harta dan hak, maka
semuanya itu untuk ahli warisnya (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan
Ibnu Majah).
d. Khiyar Ta’yin
86
Khiyar ta’yin menurut ulama mazhab Hanafi adalah dibolehkan, karena
produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti
oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. Khiyar ini ditujukan
agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, jumhur
ulama fikih tidak membolehkan khiyar ta’yin yang dikemukakan ulama mazhab
Hanafi, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang
diperdagangkan harus jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Menurut mereka,
persoalan khiyar ta’yin terlihat bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas.
Oleh karena itu, ia termasuk jual beli al-ma’dum (tidak jelas identitasnya) yang
dilarang oleh syara’.138
Ulama mazhab Hanafi yang membolehkan khiyar ta’yin mengemukakan tiga
syarat untuk sahnya khiyar ta’yin, yaitu:139
1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya;
2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya;
3) Tenggang waktu untuk khiyar ta’yin harus ditentukan, yaitu menurut Imam
Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama mazhab Hanafi, khiyar
ta’yin hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang
berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.
e. Khiyar ru’yah
Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa khiyar ru’yah
disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Siapa yang membeli
sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.”
138Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 916.
139Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 916.
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(HR. Daruqutni dari Abu Hurairah). Menurut mereka, akad seperti ini bisa terjadi
disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau
karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng. Khiyar ru’yah, menurut mereka mulai
berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Akan tetapi, ulama mazhab
Syafi’i mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu
disebutkan sifatnya saat akad maupun tidak. Olehnya itu, khiyar tidak berlaku, karena
akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan.140
Jumhur ulama fikih mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyar
ru’yah, yaitu:141
1) Objek yang dibeli tidak dilihat oleh pembeli saat akad berlangsung;
2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan;
3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan
sewa-menyewa.
Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka khiyar ru’yah tidak berlaku.
Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan khiyar ru’yah, maka pembatalan harus
memenuhi syarat-syarat berikut:142
1) Hak khiyar masih berlaku bagi pembeli;
2) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya
dilakukan pada sebagian objek yang diperjualbelikan;
3) Pembatalan itu diketahui pihak penjual.
Menurut ulama fikih, khiyar ru’yah akan berakhir, yaitu:
140Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 917.
141Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 917.
142Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 917.
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1) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui
pernyataan atau tindakan;
2) Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh
kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami;
3) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti ditanah
yang dibeli itu telah dibangun rumah atau sapi yang dibeli telah beranak.
Tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu
sapi yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka khiyar ru’yah
bagi pembeli tidak gugur;
4) Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat objek
yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian
membeli daripadanya.
2. Analisis Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang Perlindungan
Konsumen (UUPK)
a. Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengkonsumsi
Barang dan/atau Jasa
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini, dimaksudkan untuk
menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan
barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen dapat
terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.143
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 168
143Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Cet. VI; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2010), h. 41.
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




Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.144
b. Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa serta Mendapatkan Barang dan/atau Jasa
Tersebut Sesuai dengan Nilai Tukar dan Kondisi serta Jaminan yang Dijanjikan
Hak untuk memilih barang, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan
kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan
kebutuhannya, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen
berhak memutuskan untuk membeli, memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis
produk yang ingin dibeli oleh konsumen.145
Konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi
konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha.
Karena, mungkin saja dalam keadaan tertentu konsumen membayar harga suatu
barang yang harganya jauh lebih tinggi daripada kegunaan, kualitas, maupun
kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen
144Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 26.
145Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 42.
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merasa dirugikan. Dalam hal ini, konsumen tentu berhak meminta jaminan yang telah
dijanjikan oleh pelaku usaha.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari
kakeknya Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:
 ِﺣ ﺎَﺻ َقِرﺎَُﻔﯾ َْنأ ُﮫَﻟ ﱡﻞِﺤَﯾ َﻻَو ٍرﺎَﯿِﺧ َﺔَﻘْﻔَﺻ َنﻮَُﻜﺗ َْنأ ﱠﻻإ ﺎَﻗ ﱠﺮََﻔَﺘﯾ ْﻢَﻟ ﺎَﻣ ِرﺎَﯿِﺨْﻟ ﺎِﺑ ِنﺎَﻌَْﯿﺒَْﻟا ُﮫَﺒ
 َﺖَﯿْﺸَﺧ َﺘْﺴَﯾ ْنأ ُﮫَﻠﯿِﻘ(دواد ﻮﺑا هاور)١٤٦
Artinya:
Penjual dan pembeli memiliki khiyar selama keduanya belum berpisah kecuali
bila telah disepakati untuk memperpanjang khiyar hingga setelah berpisah,
maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan
membatalkan transaksinya.
c. Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan
Barang dan/atau Jasa
Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang ini,
dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi atau gambaran yang benar
tentang suatu produk atau barang. Karena seringkali terjadi tidak memadainya
informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen mengenai suatu
produk atau barang. Hal ini merupakan salah satu bentuk cacat produk atau cacat
karena informasi yang tidak memadai.147
Konsumen berhak mengetahui manfaat kegunaan produk, efek samping atas
penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa produk tersebut, serta identitas produsen
dari produk tersebut dan memperoleh jaminan produk atau barang apabila tidak
sesuai dengan informasi yang diberikan. Informasi ini dapat disampaikan baik secara
146Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Bab IX, no. 3494, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1952,
h. 324.
147Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 41.
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lisan maupun tulisan, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label kemasan
produk, maupun melalui iklan-iklan melalui media cetak maupun media elektronik.
Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir
Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:
 ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ﱠِﻻإ ٌﺐْﯿَﻋ ِﮫِْﯿﻓ ًﺎﻌْﯿَﺑ ِﮫْﯿَِﺧأ ْﻦِﻣ عﺎَﺑ ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ ﱡﻞِﺤَﯾ َﻻَو ُﻢِﻠْﺴٌﻤْﻟا ﻮَُﺧأا هاور) ُﮫَﻟ ُﮫَﻨِّﯿَﺑ ﻦﺑ
ﺔﺟﺎﻣ(١٤٨
Artinya:
Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual
barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat
melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat)nya itu.
d. Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhannya atas Barang dan/atau Jasa yang
Digunakan
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang
digunakan ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau
hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hal ini dapat berupa pertanyaan tentang
berbagai hal yang berkaitan dengan produk atau barang tertentu apabila informasi
yang diperoleh kurang memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang
telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat
pemerintah tentang suatu kebajikan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan
konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara
kolektif, baik disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga
tertentu, misalnya melalui YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).149
Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:
148Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Authar Syarah Muntaqa’ al-Akhbar, h. 211.
149Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 43.
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 ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ،ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠ  َﻲِﺿَر َةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ:َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ َنﻮُﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا
 ﻰَﻠَﻋ َﻦﯿِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا َﻦْﯿَﺑ ٌﺰِﺋﺎَﺟ ُﺢْﻠ ﱡﺼﻟاَو ْﻢِﮭِطوُﺮُﺷ(ﻢﻛﺎﺤﻟا هاور)١٥٠
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : Orang muslim
terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka, mengadakan perjanjian /
perdamaian adalah diperbolehkan sesama muslim.
e. Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian
Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya pernyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut merupakan hak untuk memulihkan
keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk. Konsumen
dapat menempuh jalur hukum untuk penyelesaian sengketa akibat kerugian tersebut.
Penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) atau
yang diselesaikan melalui pengadilan.151
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Hujurat/49: 10




Terjemahnya:
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.152
150Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah, Almustadrak ‘Alash Shohihain, editr:
Musthafa Abdul Qadir Atha, Cet. I; Beirut:Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M, h.57.
151Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 46.
152Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517.
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Ayat di dalam surat al-Hujurat dan hadis di atas merupakan landasan di dalam
penyelesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa
menyelesaikan konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk
kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim asalkan tidak untuk
menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan apa yang dihalalkan
oleh Allah dan rasul-Nya.
f. Hak untuk Mendapat Pembinaan dan Pendidikan Konsumen
Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen merupakan hak
konsumen untuk memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan
agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan
pendidikan konsumen, konsumen dapat lebih cermat dan teliti dalam memilih suatu
produk yang dibutuhkannya, serta konsumen dapat mengetahui hak-haknya sebagai
konsumen melalui pendidikan tersebut.153
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt agar memiliki ilmu/pengetahuan
terhadap sesuatu agar dapat menuntun dirinya kepada keberuntungan. Dalam QS. az-
Zumar/39: 9






153Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 44.
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

Terjemahnya:
Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah:
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima
pelajaran.154
g. Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur serta Tidak
Diskriminatif
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif merupakan hak konsumen agar pelaku usaha tidak berlaku diskriminatif
terhadap konsumen berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya,
miskin, dan status sosial lainnya.155
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Qashas/28: 77







Terjemahnya:
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
154Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 460.
155Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 38.
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bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.156
h. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi, dan/atau Penggantian, Apabila
Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak
Sebagaimana Mestinya
Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ini merupakan hak untuk
memulihkan keadaan konsumen yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat
adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak
ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik
yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri, seperti sakit,
cacat, bahkan kematian konsumen.157
Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi saw dalam hadits dari Abu Hurairah ra, ia
berkata, Rasulullah saw. bersabda:
 َﻣ َﮭَﻄِﺨَﺳ ْنِإَو ﺎَﮭَﻜَﺴَْﻣأ ﺎَﮭَﯿِﺿَر ِْنﺈَﻓ ﺎَﮭَﺒََﻠﺘْﺧﺎَﻓ ًةا ﱠﺮَﺼُﻣ ﺎًَﻤﻨَﻏ ىََﺮﺘْﺷا ِﻦ ٌعﺎَﺻ ﺎَﮭِﺘَﺒْﻠَﺣ ﻲِﻔَﻓ ﺎ
(ﻢﻠﺴﻤﻟا و ىرﺎﺨﺒﻟا هاور)ٍﺮَْﻤﺗ ْﻦِﻣ١٥٨
Artinya:
Barangsiapa yang membeli kambing musharrah, kemudian ia memerahnya,
maka jika ridha ia menahannya (tidak mengembalikannya), namun jika ia
membencinya maka pada susu yang sudah diperah ia ganti dengan satu sha’
kurma.
i. Hak-hak yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
Adapun hak-hak konsumen yang lain tidak tercantum dalam UUPK
melainkan terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya, seperti yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang
156Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 395.
157Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 44.
158Imam Bukhari, Shahih Bukhari, h. 368.
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Nomor 7 Tahun 1996 tentang Paten, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain-lainnya.
Secara garis besar, hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang
menjadi prisip dasar, yaitu:159
1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik
kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2) Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar;
3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang
dihadapi.
Setelah penulis mengemukakan hak-hak konsumen menurut hukum Islam dan
hak-hak konsumen menurut UUPK, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jauh
sebelum adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, hukum Islam telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan
hukum perlindungan konsumen. Bahkan hak-hak konsumen dalam hukum Islam
sudah diatur sebelum orang-orang Barat merumuskan tentang hak-hak konsumen.
Perbedaan yang terletak pada hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan hak-
hak konsumen dalam UUPK adalah terletak dari segi istilahnya, antara lain khiyar
majelis dengan hak untuk didengar, khiyar syarat dengan hak memilih, khiyar ‘aib
dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa, khiyar ta’yin dengan hak untuk memilih dan hak
memperoleh keamanan, dan khiyar ru’yah dengan hak untuk didengar. Jika dikaji
secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam
159Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, h. 112.
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hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan
hak-hak konsumen.
C. Analisis Relevansi Jual Beli Online Menurut Hukum Islam terhadap Undang-
Undang Perlindungan Konsumen
Jual beli online dengan sangat memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi
waktu. Hal ini sejalan dengan Islam yang menghendaki kemaslahatan dan juga
bersifat dinamis terhadap ke majuan pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting
dalam jual beli juga adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu i’tikad baik pelaku usaha
dan konsumen dalam bertransaksi.
Untuk mengetahui relevansi antara jual beli online menurut hukum Islam
terhadap UUPK, terdapat dua unsur yang mesti dikaji, yaitu perilaku pelaku usaha
dalam transaksi jual beli online, dimana pelaku usaha harus memberikan informasi
yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan
iklan yang dipaparkan melalui media internet. Yang kedua adalah terkait dengan hak-
hak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha.
Dalam transaksi jual beli online, yang menjadi perhatian juga tidak lepas
daripada objek yang ditransaksikan. Dalam hal objek jual beli, Islam telah melarang
penjual atau pelaku usaha menjual barang atau  jasa yang bertentangan dengan
syariah, seperti jual beli khamar, babi, bangkai, dan sebagainya. Islam sangat
menekankan agar berbisnis dengan i’tikad yang baik seperti yang telah dicontohkan
oleh Rasulullah saw.
UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan
konsumen. Begitu pula dengan hukum Islam. Asas keseimbangan ini dimaksudkan
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untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam
transaksi jual beli online, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha, seperti adanya informasi yang tidak jelas mengenai produk atau barang yang
dijual oleh pelaku usaha, baik jual beli secara langsung maupun melalui online.
Sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan
yang diiklankan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini tentunya melanggar
asas keseimbangan yang tercantum dalam UUPK terlebih lagi oleh hukum Islam.
Secara garis besar, persamaan dan perbedaan antara UUPK dan hukum Islam
terkait dengan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen adalah sebagai
berikut:160
Menurut UUPK Menurut Hukum Islam
 Hak konsumen maupun pelaku
usaha bersifat mutlak
ditentukan dalam undang-
undang atau UUPK
 Hak konsumen maupun
pelaku usaha tidak bersifat
mutlak dan ditentukan olehsyara’
 Hak informasi yang diterima
konsumen menyangkut dengan
kualitas dan kuantitas produk
 Hak informasi yang diterima
konsumen selain menyangkut
kualitas dan kuantitas, juga
termasuk informasi kehalalan
suatu produk
160M. Yusrie, “Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum
Islam”, Ulumuddin 5, no. 3 (Juli-Desember, 2009), h. 9.
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 Hak konsumen dalam
kebebasan memilih barang
diukur dengan nilai tukar yang
pantas terhadap suatu produk
 Hak konsumen dalam
kebebasan memilih barang,
selain diukur dengan nilai
tukar juga mempertimbangkan
hak orang lain yang terlebih
dahulu melakukan penawaran
terhadap suatu produk atau
barang
 Kewajiban pelaku usaha dalamberi’tikad baik dimulai sejak
barang dirancang sampai pada
tahap purna penjualan
 Kewajiban pelaku usahadalam beri’tikad baik dimulai
sejak barang dirancang sampai
pada tahap purna penjualan
 Kewajiban bagi konsumendalam beri’tikad baik dimulai
saat terjadinya transaksi.
 Kewajiban bagi konsumendalam beri’tikad baik dimulai
sebelum transaksi maupun
saat transaksi.
UUPK menghendaki perlindungan konsumen, baik jual beli secara langsung
maupun jual beli secara online. UUPK dapat dijadikan sebagai instrumen hukum
dipengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat pada
pasal 4 UUPK selain daripada UU ITE. Begitu pula dengan hukum Islam dengan hak
khiyarnya yang bertujuan untuk melindungi konsumen.
Menurut penulis, relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap
UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:
UUPK Hukum Islam
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 Asas: Manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan,
kepastian hukum.
 Asas: Manfaat, keadilan,
kepastian, keseimbangan,
keamanan, dan halal haram
suatu barang atau jasa.
 Tujuan: Menghendaki
perlindungan terhadap
konsumen melalui proses
pengadilan jika terjadi
pelanggaran terhadap
konsumen.
 Tujuan: menghendaki
perlindungan terhadap
konsumen melalui hak
khiyar.
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sehingga menjadi penyebab
terjadinya kejahatan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tingkat
kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai pemakai produk barang atau jasa,
masih rendah, yang antara lain dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang
rendah, ketidakacuhan atau kekurangpahaman akan suatu produk barang dan atau jasa
yang beredar dimasyarakat. Sehingga UUPK menjadi salah satu instrumen hukum
yang dapat melindungi konsumen dari kejahatan pelaku usaha, terutama konsumen
yang melakukan transaksi melalui internet.
Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi
jual beli online, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen.
Meskipun masih banyak karena pelaku usaha seringkali memberikan informasi yang
menyesatkan kepada konsumen terkait dengan produk yang ia jual. Meskipun banyak
juga pelaku usaha yang jujur dan beri’tikad baik saat ia menjual produknya kepada
konsumen melalui online. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang bertanggung jawab
jika terjadi kesalahan.
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Dengan mengetahui dan memahami relevansi antara jual beli online menurut
hukum Islam terhadap UUPK, maka tentunya kita akan lebih berhati-hati dan cermat
saat bertransaksi melalui internet dan pelaku usaha juga hendaknya tidak
mengabaikan hak-hak konsumen, dimana pelaku usaha seringkali melakukan
kejahatan terhadap konsumen, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara pelaku
usaha dan konsumen.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh),
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli
online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum
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perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online, yaitu
transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar
(penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan
barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang
diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya.
Selain itu, transaksi jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan
berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Didalam fikih, ditemukan adanya
kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara,
sehingga jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau
perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama
suka (kerelaan).
2. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu
khiyar majelis, khiyar ‘aib, khiyar syarat, khiyar ta’yin, khiyar ar-ru’yah.
Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak
untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk
didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan
dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi,
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
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dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebelum adanya Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum Islam
telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan hukum perlindungan
konsumen. Bahkan hak-hak konsumen dalam hukum Islam sudah diatur
sebelum orang-orang Barat merumuskan tentang hak-hak konsumen. Letak
perbedaannya adalah dari segi istilahnya, antara lain khiyar majelis dengan hak
untuk didengar, khiyar syarat dengan hak memilih, khiyar ‘aib dengan hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan hak
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa, khiyar ta’yin dengan hak untuk memilih dan hak memperoleh
keamanan, dan khiyar ru’yah dengan hak untuk didengar. Jika dikaji secara
mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam
hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang sama dalam
perlindungan hak-hak konsumen.
3. UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan
konsumen. Begitu pula dengan hukum Islam. Asas keseimbangan ini
dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan
konsumen. Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK,
secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat
pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan,
keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan
mengenai informasi halal dan haram dan tujuannya, yaitu menghendaki
perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terdapat
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pelanggaran hak terhadap konsumen dan berupa hak khiyar dalam hukum Islam
sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Transaksi jual beli online dan
UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha
dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta
keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.
B. Implikasi Penelitian
1. Hendaknya umat Islam memanfaatkan transaksi melalui media internet yang
sangat besar manfaatnya yang berdasarkan prinsip syariah, dengan begitu
konsumen muslim tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi tapi juga
keuntungan ukhurawi karena bertransaksi berlandaskan syariah. Pemerintah
harus membuat undang-undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai
transaksi jual beli online yang dengannya betul-betul melindungi konsumen
dari penipuan. Pemerintah juga hendaknya membuat peraturan-peraturan
mengenai objek transaksi jual beli online, yaitu tidak diperbolehkannya
transaksi yang mengandung unsur keharaman, agar tidak bertentangan dengan
nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syariah.
Yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemerintah juga harus membentuk polisi
internet yang akan bertugas untuk patrol keamanan diinternet, karena Indonesia
sangat membutuhkan banyaknya polisi internet yang ahli dalam teknologi dan
informasi, agar tercipta transaksi online yang baik, nyaman, dan aman.
2. Sebagai pelaku usaha, hendaknya menerapkan unsur-unsur syariah dalam
transaksi jual beli online untuk konsumen muslim, seperti khiyar aib, khiyar
ta’yin, ataupun khiyar ru’yah untuk lebih memperhatikan keamanan dan
kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi
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melalui media internet dan diharapkan agar setiap pelaku usaha mengeluarkan
zakat, infaq, atau sedekah dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah swt.
3. Hukum perjanjian yang berlaku dimasyarakat selama ini, selalu terdengar
adanya kesamaan posisi tawar-menawar antara pelaku usaha dan konsumen.
Akan tetapi, kenyataannya dalam perjanjian itu, tidaklah terjadi keseimbangan
posisi diantara keduanya. Olehnya itu, diperlukan peran pemerintah untuk
menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.
Peran konsumen dan hak-haknya juga harus dikuatkan. Selain itu, penegakan
hukum pidana tetap harus diberlakukan secara konsisten dalam melindungi
kepentingan masyarakat sebagai konsumen dari kejahatan yang dilakukan oleh
pelaku usaha, disamping adanya UUPK, UU ITE dan undang-undang lainnya
sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen, utamanya konsumen yang
melakukan transaksi melalui media internet.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan
yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang
terjadi di masyarakat;
b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan
dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan
Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan
Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan
menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan
kehidupan bangsa;
c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan
manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah
memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh
persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan demi kepentingan nasional;
e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam
perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi
Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga
pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk
mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai
agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic
data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau
lebih, yang bersifa tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat
untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu
secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat
Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum
para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi
sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat
Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh
profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau
sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang
berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di
antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara
asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum
Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan
kepentingan Indonesia.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan
tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi
dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan
pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.
BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang
sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang
mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang
tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak
hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh
Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima
dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali
Penerima yang berhak.
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk
menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang
ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam
pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali
Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali
Penerima.
Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan.
Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat
disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah
selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda
Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan
elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah
waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda
Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah
memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban
memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurangkurangnya meliputi:
a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari
penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan
Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang
dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain
yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang
yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik
atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik
telah dibobol; atau
2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang
berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan
Elektronik;
d. dan dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda
Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan
keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum
yang timbul.
BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM
ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda
Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan
berdomisili di Indonesia.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus
terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti
kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan
Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan
Tanda Tangan Elektronik.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan
Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak
pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 16
(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap
Penyelenggara Sistem
(2) Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan
minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan,
dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik
ataupun privat.
(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat
para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi
Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik
internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase,
atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin
timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.
Pasal 19
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem
Elektronik yang disepakati.
Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat
penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui
Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui
pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa;
atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara
Agen Elektronik.
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen
Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem
Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen
Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum
menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak
pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen
Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan
perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak
memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha
secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang
dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain,
berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Pasal 24
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat,
Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang
diperselisihkan.
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama
Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya
intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi
sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap
informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang
harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-
Undang ini.
BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau
pengancaman.
Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 30
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk
memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,
menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik
Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem
Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan
apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang
ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi
yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara
apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara
apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan
terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang
tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau
mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,
menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan,
menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara
khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang
ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 33.
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika
ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik,
untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan
hukum.
Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.
Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap
Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan
Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang
menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi
Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 39
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 40
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai
akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang
mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik
strategis yang wajib dilindungi.
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya
ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen
Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan
perlindungan data yang dimilikinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi
melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan
melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas
data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait
dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri
setempat.
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan
umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa
sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana
di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut
diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan
sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan
Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari
ketentuan Peraturan Perundangundangan;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-
Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut
umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu
satu kali dua puluh empat jam.
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada
penuntut umum.
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk
berbagi informasi dan alat bukti.
Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut
ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3).
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 46
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 48
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Pasal 52
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan
pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah
sepertiga.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank
sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan
diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal
ditambah dua pertiga.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua
pertiga.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan
kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah
diundangkannya Undang-Undang ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATA
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual
dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi
harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu
menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan
teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak
dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang
diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian
konsumen;
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses
globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang
dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta
menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung
jawab;
e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di
Indonesia belum memadai;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan
perangkat peraturan perundangundangan untuk mewujudkan
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha
sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan
konsumen.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu
barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang
dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam
wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga
non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai
kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk
untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang perdagangan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan :
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4
Hak konsumen adalah :
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA
Pasal 8
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau
jasa tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan
dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
g. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
"halal" yang dicantumkan dalam label;
h. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/
dibuat;
i. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
j. bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas,
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang
dimaksud.
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang
rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar.
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran.
Pasal 9
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu,
sejarah atau guna tertentu;
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau
aksesori tertentu;
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai
sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
diperdagangkan.
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau
jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
Pasal 11
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang,
dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar
mutu tertentu;
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung
cacat tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan
maksud untuk menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup
dengan maksud menjual barang yang lain;
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup
dengan maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
Pasal 12
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu
barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu,
jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan
waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
Pasal 13
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu
barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang
dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau
memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat,
obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan
kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau
jasa lain.
Pasal 14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan
dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik
maupun psikis terhadap konsumen.
Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang
untuk:
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai
dengan yang dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
Pasal 17
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan
harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang
dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang
dan/atau jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang
atau persetujuan yang bersangkutan;
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
periklanan.
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah
melanggar ketentuan pada ayat (1).
BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Pasal 18
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya
sulit dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
undang-undang ini.
BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pasal 19
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan
atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal transaksi.
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen.
Pasal 20
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala
akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Pasal 21
(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor
apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan
produsen luar negeri.
(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan
jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa
asing.
Pasal 22
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan
tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk
melakukan pembuktian.
Pasal 23
Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian
sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan
konsumen.
Pasal 24
(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa
pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya
perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak
sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha
lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen
dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 25
(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan
dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku
cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi
sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas
perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang
diperjanjikan.
Pasal 26
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi
yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
Pasal 27
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas
kerugian yang diderita konsumen, apabila:
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan
untuk diedarkan;
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau
lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.
Pasal 28
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan
tanggungjawab pelaku usaha.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 29
(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri
teknis terkait.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.
(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku
usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 30
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan
dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
Pasal 31
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 32
Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 33
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan
konsumen di Indonesia.
Pasal 34
(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen;
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen
dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi
konsumen internasional.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 35
(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurangkurangnya 15
(lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota
yang mewakili semua unsur.
(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen
Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh
anggota.
Pasal 36
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
b. pelaku usaha;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
d. akademis; dan
e. tenaga ahli.
Pasal 37
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
dan berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
Pasal 38
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau diberhentikan.
Pasal 39
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional
dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris
yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 40
(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 41
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja
berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan
Konsumen Nasional.
Pasal 42
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen
Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 44
(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat.
(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan
untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 45
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
undang.
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang
bersengketa.
Pasal 46
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut
adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar
dan/atau korban yang tidak sedikit.
(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 47
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali
kerugian yang diderita oleh konsumen.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan
tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal
45.
BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Pasal 49
(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah
Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
f. berusia sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah,
unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa
konsumen ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 50
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.
Pasal 51
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu
oleh sekretariat.
(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat
dan anggota sekretariat.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat
badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 52
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara
melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan
dalam Undang-undang ini;
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang
tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan
penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan
menteri.
Pasal 54
(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian
sengketa konsumen membentuk majelis.
(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan
sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
(3) Putusan majelis final dan mengikat.
(4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam
surat keputusan menteri.
Pasal 55
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.
Pasal 56
(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku
usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat
14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen.
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak
dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen
menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan
penyidikan.
Pasal 57
Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan
penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang
dirugikan.
Pasal 58
(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari sejak diterimanya keberatan.
(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para
pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.
BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 59
(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga
melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti
serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen.
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perlindungan konsumen.
(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XIII
S A N K S I
Bagian Pertama
Sanksi Administratif
Pasal 60
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Pasal 62
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan
huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap
atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Pasal 63
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan
hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi
konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam undang-undang ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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